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indikasi geografis dan tergugah untuk segera mendaftarkan produknya dalam 

indikasi geografis. 

2. Pemerintah daerah Kabupaten Jepara harus melakukan pendampingan kepada 

kelompok pengusaha kopi Tempur selama proses pendaftaran berlangsung 

agar masyarakat merasa terbantu dan memudahkan mereka untuk 

mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis.  
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